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ABSTRAK 

 

ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS  

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN 

 PERENCANAAN PEMBANGUNAN  

DAERAH KOTA MEDAN 

 

 
AUDI NUR KHALIS  

Program Studi Akuntansi 

E-mail: audinurkhalis@gmail.com  

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

value for money pada laporan akuntabilitas  Kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota medan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif dengan sumber data primer yang diperolah 

langsung dari perusahaan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan Laporan akuntabilitas 

instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan value for money 

dengan rasio ekonomis pada BAPPEDA Kota Medan berada dalam kategori 

kurang ekonomis. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang 

diukur dengan menggunakan value for money dengan rasio efisiensi pada 

BAPPEDA Kota Medan berada dalam kategori tidak efisien. Laporan 

akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan 

value for money dengan rasio efektifitas pada BAPPEDA Kota Medan berada 

dalam kategori cukup efektif. Penyebabnya tidak tercapainya realisasi belanja 

pada BAPPEDA Kota Medan antara lain dikarenakan lemahnya perencanaan 

anggaran, proses tender yang lambat, transfer keuangan daerah dari pusat yang 

terlambat dan analisa standar biaya yang belum tepat 

 

Kata Kunci :   Value for money, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 
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ABSTRACT 

 

VALUE FOR MONEY ANALYSIS IN ACCOUNTABILITY REPORTS 

PERFORMANCE OF GOVERNMENT AGENCIES (LAKIP) AGENCY 

  DEVELOPMENT PLANNING 

MEDAN CITY REGION 

 

 

AUDI NUR KHALIS 

Accounting Study Program 

E-mail: audinurkhalis@gmail.com  

 

This research is a research conducted to find out the value for money in 

government agency Performance Accountability Reports (LAKIP) Regional 

Development Planning Agency Medan city. This study uses a descriptive 

approach with primary data sources obtained directly from the company. The 

analysis carried out in this study used descriptive analysis techniques. 

Based on the research results, it can be concluded that government agency 

accountability reports (LAKIP) as measured using value for money with economic 

ratios at BAPPEDA Medan City are in the less economical category. Government 

agency accountability reports (LAKIP) as measured using value for money with 

efficiency ratios at BAPPEDA Medan City are in the inefficient category. 

Government agency accountability reports (LAKIP) as measured using value for 

money with an effectiveness ratio at the Medan City BAPPEDA are in the fairly 

effective category. The reason for not achieving the realization of spending at 

BAPPEDA Medan City is due to, among other things, weak budget planning, a 

slow tender process, late transfers of regional finance from the center and an 

analysis of standard costs that are not yet correct. 

 

Keywords: Value for money, Accountability, Reports of Government Agencies 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi 

yang bertujuan untuk kepentingan publik. Atas dasar bertujuan untuk kepentingan 

publik maka organisasi sektor publik biasanya tidak berfokus pada laba atau 

keuntungan sebagai tujuan akhirnya. Akan tetapi organisasi sektor publik 

memiliki fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Namun suatu organisasi tetap 

menjalankan proses manajemen seperti kegiatan perencanaan, pengendalian biaya, 

dan kegiatan serta evaluasi. Organisasi sektor publik biasanya merujuk pada 

organisasi pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau 

kota. Organisasi sektor publik berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, 

dimana pemerintah diberi kekuasaan oleh masyarakat untuk mengatur dan 

menjamin pemenuhan segala kebutuhan barang dan jasa publik berdasarkan 

hukum yang berlaku (Biduri, 2018). 

Menurut (Halim & Kusufi, 2014) Pendapatan Daerah merupakan semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan 

(Putry & Badrudin, 2017) menyatakan Pendapatan Daerah merupakan pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lainlain pendapatan asli daerah 

yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala penerimaan/pendapatan daerah yang 

bersumber dari ekonomi asli daerah yaitu terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

Selanjutnya menurut (Halim & Kusufi, 2014) mengatakan bahwa Belanja 

daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53 “Belanja daerah adalah anggaran 

pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”. Beberapa pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah merupakan seluruh anggaran 

pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai manfaat untuk umum dan manfaatnya lebih dari satu tahun yang 

berbentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Dengan demikian Pendapatan dan Belanja sangat berkaitan erat dalam 

pembangunan di suatu daerah, dimana dalam rangka pembangunan daerah 

diperlukan sumber dana yang bersumber dari pendapatan daerah dan pengeluaran 

untuk pembangunan tersebut adalah belanja daerah, sehingga hal ini sangat 

bermanfaat bagi umum bukan hanya dinikmati oleh sebagian pihak atau pribadi. 
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Jangka waktu manfaatnya lama dan perlu perawatan dan evaluasi hasil agar lebih 

lebih baru dan bermanfaat bagi umum. 

Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah merupakan alat manajemen 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini 

bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi suatu instansi pemerintah (Hanum et al., 2021). Pengukuran kinerja 

merupakan salah satu alat untuk evaluasi mengenai kegiatan yang telah 

dilaksanakan berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat terhadap instansi 

pemerintah.  

Akuntabilitas kinerja dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban 

aparat pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Instansi 

Pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar 

dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis yang sesuai dengan konsep 

berbasis kinerja, yang dapat dilakukan dengan konsep value for money, yaitu 

ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.(Biduri, 2011) 

Value for money merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu 

organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program yang 

mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. 

Dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang dari seratus persen. 

Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik. 

Kemampuan daerah dalam menjalani tugasnya di katagorikan efektif apabila rasio 

yang di capai melebihi seratus pesen. Semakin tinggi rasio efektivitas 

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kinerja pemerintah 
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daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisen apabila 

rasio yang di capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja 

pemerintah daerah semakin baik. 

Melaui konsep value for money memberikan informasi berupa indikator 

apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi 

masyarakat. Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, 

pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Sehingga 

muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik harus memperhatikan value for 

money dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan metode value for money, selain 

penilaian kinerja yang bersifat finansial terdapat juga penilaian kinerja yang 

bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan 

memperhatikan kualitas yang konsisten seperti memenuhi ekspektasi pelanggan 

sasaran.(Ardila & Putri, 2015). 

Value for money bermanfaat dalam pengukuran kinerja keuangan 

organisasi sektor publik karena sangat membantu suatu instansi pemerintah agar 

dapat memberikan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) sebagai 

dasar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu, value for money dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai dengan 

target sehingga terciptanya kualitas pelayanan yang baik dengan penggunaan 

sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. (Rahman, 2022) 

Tuntutan masyarakat dalam value for money adalah ekonomis (hemat 

dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (meminimalkan penggunaan 

sumber daya dan memaksimalkan hasil), serta efektivitas (berhasil mencapai 

tujuan dan sasaran). Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat 
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kualitas tertentu pada harga terbaik. Dan efisiensi artinya hasil tertentu dapat 

dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya dan Efektivitas artinya 

kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.(Rahman, 

2022). 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan  dan  Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kota Medan yang terletak di Kantor Walikota Medan 

memiliki tugas membantu Walikota  Medan untuk menentukan arah dan 

kebijakan di bidang perencanaan  dan  pembangunan kota. Bappeda Kota Medan 

sebagai unsur penunjang  Pemerintah Kota Medan bera da di bawah dan 

bertanggung jawab kepada  Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk 

melaksanakan tugas dan tanggu ng jawabnya, Bappeda Kota Medan mempunyai 

fungsi ( sumber Bappeda ) : 1. Merumuskan kebijakan teknis dalam perencanaan 

pembangunan kota. 2. Menyusun  pola dasar pembangunan daerah yang terdiri 

dari pola umum  pembangunan kota jangka pan jang dan kota jangka menengah 

(lima tahun ) 3. Menyusun Rencana Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD ). 4. Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana 

pembangunan kota  untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. 5. 

Melaksanakan perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan  untuk 

penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. 6. Melaksanakan seluruh kewenangan 

yang ada sesuai dengan bidang  tugasnya. 7. Melakukan tugas - tugas lai n yang 

diberikan oleh Kepala Daerah. 

Berikut ini diuraikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 

daerah pada BAPPEDA Kota Medan ; 
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Tabel 1.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

BAPPEDA Kota Medan (dalam ribuan) 

Tahun 
Pendapatan Belanja 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

2018 4,657,852,400 3,680,590,700 18,161,993,786 12,240,828,664 

2019 4,727,852,448 3,901,684,751 20,001,322,735 13,689,194,382 

2020 4,857,552,448 4,121,585,751 19,476,527,595 12,876,730,142 

2021 5,208,964,175 5,021,257,837 24,292,278,919 16,386,575,629 

2022 6,522,123,770 5,657,816,889 27,213,216,618 25,005,731,674 

Sumber : BAPPEDA Kota Medan 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya dari realisasi pendapatan 

tahun 2018-2022 tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan, kemudian juga 

dengan belanja daerah lebih besar dari pendapatannya. Pada tahun 2020 anggaran 

pendapatan yang ditetapkan tidak sesuai dan lebih rendah dengan realisasi yang 

terjadi, begitu juga pada tahun 2021 anggaran pendapatan yang ditetapkan tidak 

sesuai lebih rendah dengan realisasi pendapatannya yang terjadi. Menurut 

(Purnamasari et al., 2014) realisasi pendapatan yang baik adalah ketika realisasi 

anggaran tersebut lebih besar daripada anggaran pendapatan yang ditetapkan, 

demikian juga dengan realisasi belanja yang baik adalah ketika realisasi belanja 

sesuai dan tidak dibawah dengan anggaran belanja yang ditetapkan. 

Ketika realisasi pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan dan 

direncanakan di awal, artinya pembangunan daerah akan menjadi mudah karena 

memiliki sumber dana sesuai dengan yang diharapkan, begitu juga dengan 

anggaran belanja daerah, ketika sesuai dengan yang dianggarkan maka artinya 

pengeluaran yang direncanakan untuk pembangunan akan sesuai dengan jumlah 

biaya yang ditetapkan (Purnamasari et al., 2014). Sebagai contoh ketika 

pembangunan sebuah stadion sepakbola sudah ditetapkan belanja daerah yang 

akan dikeluarkan sebesar 1 Trilyun, maka ketika belanja daerah yang terealisasi 
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hanya sebesar 900 milyar artinya akan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan 

biaya-biaya yang dianggarkan atau bisa jadi kualitasnya jadi menurun.  

Tabel 1.2. Pengukuran Value For Money pada BAPPEDA Kota Medan 

Rasio 2018 2019 2020 2021 2022 

Ekonomis 67,4% 68,4% 66,1% 67,5% 91,9% 

Efisiensi 30,1% 28,5% 32,0% 30,6% 22,6% 

Efektifitas 79,0% 82,5% 84,8% 96,4% 86,7% 

   Sumber : Data BAPPEDA (diolah) 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasannya pengukuran value 

form money berdasarkan rasio ekonomis  pada tahun 2018 sebesar 67,7%, 

kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 68,4%, dan mengalami penurunan 

pada tahun 2020 sebesar 66,1%, kemudian meningkat kembali di tahun 2021 

menjadi 67,5% dan tahun  2022 sebesar 91,9%, rata-rata rasio ekonomis memiliki 

nilai 72,6% dan berada dalam kategori  kurang ekonomis karena berada diantara 

60%-70% (Purnamasari et al., 2014), kemudian rasio efisiensi pada tahun 2018 

sebesar 30,1% menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 28,5%, pada tahun 2020 

mengalami peningkatan menjadi 32,0%, dan menurun kembali di tahun 2021 dan 

2022 menjadi 30,6% dab 22,6%, rata-rata rasio efisiensi memiliki nilai 28,76% 

dan berada dalam kategori  tidak efisien karena berada diantara <60% 

(Purnamasari et al., 2014), sedangkan rasio efektifitas pada tahun 2018 sebesar 

79,0%, pada tahun 2019 meningat menjadi 82,5%, dan pada tahun 2020 

meningkat menjadi 84,8%, pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 96,4% 

dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadin 86,7%, rata-rata rasio 

efektifitas memiliki nilai 85,88% dan berada dalam kategori cukup efektif karena 

berada diantara 60%-70% (Purnamasari et al., 2014). 
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Dalam menilai kinerja anggaran juga dapat dilakukan dengan analisis dari 

selisih pendapatan dan belanja, (Setiawati, 2020) menjelaskan bahwa analisis 

varians dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih terjadi antara anggaran 

dengan realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih 

menguntungkan (favourable) dan tidak menguntungkan (unfavourable). Varians 

antara anggaran dengan realisasinya bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau 

persentasenya. Favourable variance adalah ketika realisasi belanja lebih kecil dari 

anggaran, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka 

dikategorikan unfavourable variance.  Dari tabel di atas dapat dilihat dari 

beberapa tahun LRA BAPPEDA di atas terlihat selisih anggaran yang tidak 

menguntungkan (unfavourable) dari tahun ke tahun baik dari segi pendapatan 

maupun belanja. 

Sehubungan dengan fenomena yang dialami perusahaan maka peneliti 

tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul “Analisis 

Value for money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 

pada BAPPEDA Kota Medan”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan data diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Realisasi belanja masih lebih besar dari realisasi pendapatan 

2. Pengukuran value for money untuk rasio ekonomis pada BAPPEDA 

Kota Medan berada dibawah standart 

3. Pengukuran value for money untuk rasio efisiensi pada BAPPEDA 

Kota Medan berada dibawah standart  
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1.3. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang 

diukur dengan menggunakan value for money pada BAPPEDA Kota 

Medan? 

2. Apa faktor-faktor penyebab rasio-rasio value for money tidak sesuai 

dengan standart pada BAPPEDA Kota Medan?  

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian 

adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Laporan akuntabilitas instansi 

pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan value for 

money pada BAPPEDA Kota Medan  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab rasio-rasio value for 

money berada dibawah standart pada BAPPEDA Kota Medan 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah: 

a. Pengembangan ilmu akuntansi, diharapkan dapat di kembangkan 

lagi pada penelitiaan-penelitian berikutnya daik dalam unit yang 

sama maupun dalam unit yang berbeda. 

b. Bagi peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan 

mengenai konsep value for money, khususnya kinerja instansi 
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pemerintahan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian 

lebih lanjut dalam konsep value for money dan dapat 

mengembangkan dalam hal kinerja instansi pemerintahan ataupun 

faktor lain yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi manajemen, sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan 

sistem pengendalian internal penjualan. 

b. Bagi instansi lain sebagai bahan evaluasi terhadap konsep value 

for money pada LAKIP BAPPEDA Kota Medan 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Uraian Teoritis 

2.1.1 Value for Money 

2.1.1.1. Pengertian Value for Money 

Value for money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu 

organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi 

juga dapat ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu 

program kerja sektor publik (Ardila & Putri, 2015). Value for money merupakan 

suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat 

keberhasilan suatu program yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu 

ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.  

Melalui konsep value for money memberikan informasi berupa indikator 

apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi 

masyarakat. Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, 

pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Sehingga 

muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik harus memperhatikan value for 

money dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan metode value for money, selain 

penilaian kinerja yang bersifat finansial terdapat juga penilaian kinerja yang 

bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan 

memperhatikan kualitas yang konsisten seperti memenuhi ekspektasi pelanggan 

sasaran.  
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Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan 

dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. 

Sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus 

dilakukan dengan cermat dan sistematis agar fungsi perencanaan dan pengawasan 

berjalan dengan baik. Value for money menuntut organisasi sektor publik agar 

bisa memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas secara bersama-sama. 

2.1.1.2.  Manfaat Value for Money 

Value for money bermanfaat dalam pengukuran kinerja keuangan 

organisasi sektor publik karena sangat membantu suatu instansi pemerintah agar 

dapat memberikan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) sebagai 

dasar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu, value for money dapat 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai dengan 

target sehingga terciptanya kualitas pelayanan yang baik dengan penggunaan 

sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif. 

Manfaat penerapan value for money bagi sektor publik dan masyarakat 

adalah sebagai berikut (Rahman, 2022) : 

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tepat sasaran. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefesiensi dan 

terjadinya penghematan dalam penggunaan input. 

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 

5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) 

sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. 
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2.1.1.3. Indikator Value for Money 

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 

yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efesiensi, dan 

efektivitas (Rahman, 2022). Adapun tiga elemen utama dalam value for money, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Ekonomis 

yaitu perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu dengan harga 

yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber 

daya dengan biaya sumber daya yang dinyatakan dalam satuan 

moneter. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor 

publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yaitu dengan 

menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros. 

2) Efisiensi 

 yaitu pencapaian hasil yang maksimal dengan sumber daya tertentu 

atau penggunaan sumber daya terendah untuk mencapai hasil 

tertentu.efisiensi merupakan perbandingan antara hasil atau sumber 

daya yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target tang telah 

ditetapkan. 

3) Efektivitas 

 yaitu tingkat pencapaian hasil program degan target yang telah 

ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan 

antara hasil dengan dampak.  

Tuntutan masyarakat dalam value for money adalah ekonomis (hemat 

dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (meminimalkan penggunaan 
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sumber daya dan memaksimalkan hasil), serta efektivitas (berhasil mencapai 

tujuan dan sasaran). Indikator value for money dibagi menjadi dua, yaitu (Ardila 

& Putri, 2015): 

1) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) 

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas 

tertentu pada harga terbaik. Dan efisiensi artinya hasil tertentu dapat 

dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya. 

2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) 

Efektivitas artinya kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan. 

2.1.1.4. Pengukuran Value for Money 

Adapun pengukuran value for money  dapat dilakukan dengan beberapa 

rasio yaitu (Prasetyo et al., 2022): 

1) Rasio Ekonomis 

Ekonomis adalah perolehan sumber daya tertentu pada harga yang 

terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber daya dengan biaya 

sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini berhubungan dengan 

sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber 

daya yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros. 

Rasio ini hanya mempertimbangkan sumber daya yang dipergunakan saja. 

Ekonomis merupakan ukuran yang relatif. Suatu kegiatan dapat dikatakan 

ekonomis jika dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan biaya yang tidak 

diperlukan. Jika terjadi peningkatan biaya maka seharusnya ada peningkatan 
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manfaat yang lebih besar pula. Pengukuran dengan rasio ekonomis membutuhkan 

data-data berupa anggaran belanja dan realisasi belanja.  

Ekonomis berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu 

dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasi antara masukan aktual 

dengan yang direncanakan (Ulum, 2012). Kinerja pemerintah daerah dikatakan 

sangat ekonomis jika rasionya diatas 100%. Hal ini dapat juga dilihat dengan 

jumlah realisasi atas penerimaan lebih tinggi dari jumlah anggaran yang 

ditetapkan. Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan yaitu: 

Tabel 2.1. Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan 

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 

>100% Sangat Ekonomis 

90% - 99% Ekonomis 

80% - 89% Cukup Ekonomis 

60% - 79% Kurang Ekonomis 

< 60% Tidak Ekonomis 

Sumber : (Purnamasari et al., 2014) 

2) Rasio Efisiensi 

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran 

efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang 

dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan operasional 

dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai 

dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Dalam pengukuran 

kinerja dengan metode value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Efisiensi alokasi.  

Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan 

sumber daya pada tingkat kapasitas optimal.  
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b) Efisiensi teknis atau manajerial.  

Hal ini berhubungan dengan kemmampuan untuk mempergunakan 

sumber daya pada tingkat hasil tertentu. Efisiensi merupakan hal 

penting dari ketiga elemen value for money. Karena apabila 

dibandingkan dengan ekonomis dan efektivitas, efisiensi merupakan 

salah satu indikator value for money yang dapat diukur dengan rasio 

antara hasil dengan sumber daya.  

Semakin besar rasio efisiensi artinya kinerja organisasi tersebut semakin 

baik. Berikut ini kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 

>100% Sangat Efisien 

90% - 99% Efisien 

80% - 89% Cukup Efisien 

60% - 79% Kurang Efisien 

< 60% Tidak Efisien 

  Sumber : (Purnamasari et al., 2014) 

3) Rasio Efektivitas 

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau 

target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai. Kegaitan operasional dikatakan efektif apabila proses 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas merupakan 

ukuran berhasil atau tidak suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila 

organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa 

organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam efektivitas hal terpenting 
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yang harus diketahui yaitu efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar 

biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.  

Suatu organisasi sektor publik dikatakan sangat efektif dalam menjalankan 

tugasnya apabila rasio yang dicapai diatas seratus persen.  Semakin tinggi rasio 

efektivitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Adapun kriteria 

efektivitas kinerja keuangan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.3. Kriteria Efiektifitas Kinerja Keuangan 

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90% - 99% Efektif 

80% - 89% Cukup Efektif 

60% - 79% Kurang Efektif 

< 60% Efektif 

  Sumber : (Purnamasari et al., 2014) 

2.1.2. Kinerja Instansi Pemerintahan 

2.1.2.1. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintahan  

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2017).Kinerja adalah kesediaan 

seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang seperti 

diharapkan (E. N. Sari et al., 2020).  

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang kelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.  Pendapat lain 

mengemukakan bahwa Kinerja instansi pemerintahan merupakan seberapa jauh 

manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (Habibie, 2020).  
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Kinerja instansi pemerintahan adalah kemampuan atau prestasi kerja yang 

telah dicapai oleh para personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka dalam 

menjalankan operasional perusahaan. Pendapat lain mengatakan bahwa Kinerja 

instansi pemerintahan adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-

kegiatan manajerial antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, 

pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan(Sinambela 

et al., 2018).  

Secara umum manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung 

jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Tingkatan manajemen 

dalam organisasi menurut (Yuniningsih, 2022) membagi manajer menjadi tiga 

golongan yang berbeda, yaitu :  

1. Manajer lini pertama 

Tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan 

mengawasi tenaga-tenaga operasional.Manajer lini sering disebut dengan 

kepala atau pemimpin (leader), mandor (foreman) dan penyedia 

(supervisor). 

2. Manajer menengah  

Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para 

manajer lainnya dan karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer 

menengah adalah manajer departemen kepala pengawas dan sebagainya.  

3. Manajer puncak  

Klasifikasi manajer ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif.Manajer 

puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi.Yang 
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termasuk dalam manajer puncak adalah direktur, presiden, kepala divisi, 

wakil presiden, senior dan sebagainya. 

2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Kinerja Instansi Pemerintahan  

Kinerja instansi pemerintahan merupakan kinerja para individu dalam 

kegiatan-kegiatan manajerial. Dimensi dalam Kinerja instansi pemerintahan 

menurut (Sonia, 2017) yaitu:  

1. Perencanaan  

Aktivitas atau tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi 

mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan 

datang guna mencapai tujuan yang diinginkan.  

2. Penyelidikan  

Upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan 

informasi dalam bentuk laporan-laporan, catatan, dan analisa pekerjaan 

untuk mengukur hasil pelaksanaanya.  

3. Koordinasi  

Aktivitas menyelaraskan tindakan yang meliputi peraturan informasi 

dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat 

berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.  

4. Evaluasi  

Aktivitas seperti penilaian atas usulan atau kinerja yang diamati dan 

dilapokan.  
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5. Pengawasan  

Kegiatan manajerial dalam mengarahkan, memimpin, dan 

mengembangkan potensi bawahan serta melatih dan menjelaskan aturan-

aturan kerja kepada bawahan mengenai pelaksanaan kemampuan kerja.  

6. Pemilihan Staf  

Aktivitas atau kegiatan manajemen dalam memelihara dan 

mempertahankan bawahan dalam unit kerja.  

7. Negosiasi  

Usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan, 

atau kontrak untuk barang-barang atau jasa.  

8. Perwakilan  

Aktivitas berupa penyampaian visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi 

dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan 

perusahaan-perusahaan lain.  

Perilaku manajer diartikan dengan seberapa jauh manajer mampu 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi (Ishak, 2021): 

1. Perencanaan (Planning)  

Perencanaan sangat dibutuhkan untuk menetapkan tujuan-tujuan yang 

hendak diwujudkan oleh suatu organisasi dan menetapkan prosedur terbaik 

untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Perencanaan adalah:  

a. Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi.  

b. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, 

metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan.  
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c. Penyusunan kebijakan yang didasarkan pada kebijakan, tindakan dan 

jadwal kerja.  

d. Penentuan perencanaan dalam penyusunan organisasi.  

Semua Fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, dimana fungsi 

lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, 

cermat, dan kontiniu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung 

pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi lain.  

2. Pengorganisasian (Organizing)  

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-

rencana atau program-program untuk mencapainya, maka mereka perlu 

merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan 

dapatmelaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. 

Pengorganisasian adalah :  

a. Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.  

b. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja 

yang akan membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.  

c. Penugasan tanggung jawab dan promosi kepada setiap karyawan 

sesuai hasil kerja yang telah mereka laksanakan. 

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan 

dibagi dan dikoordinasikan.Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk 

mengembangkan tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan rencana dan 

program yang telah ditetapkan. Perbedaan tujuan akan membutuhkan jenis 

organisasi yang berbeda pula.  
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3. Pengarahan  

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, 

langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju 

tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengatahan secara sederhana adalah 

untuk membuat para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan apa 

yang harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan 

kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti 

komunikasi, motivasi, dan disiplin.  

4. Pengawasan (Controlling)  

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur 

yaitu :  

a. Penetapan standar pelaksanaan  

b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan  

c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannnya dengan 

standar yang telah ditetapkan.  

d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar.  

(Hidayat, 2017) menyatakan bahwa manfaat penilaian kinerja adalah :  

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawansecara maksimal.  

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.  
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3. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.  

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka.  

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

 

2.1.2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintahan 

Menurut pendapat (Friyanty, 2016) mengemukakan bahwa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi Kinerja instansi pemerintahan adalah :  

1.  Partisipasi anggaran 

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam 

proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk 

kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, 

modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -

hasil pembangunan 

2. Kejelasan anggaran 

Karena begitu luasnya kejelasan anggaran, maka tujuan anggaran harus 

dinyatakan secara spesifik, jelas dan dapat dimengerti oleh siapa saja yang 

bertanggung jawab 

3. Umpan balik anggaran 

Sasaran anggaran tidak akan tercapai tanpa pemantauan secara terus 

menerus, kemajuan karyawan akan mencapai tujuan sasaran mereka. 
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4. Evaluasi anggaran 

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri 

penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan 

digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen 

5. Sistem Pengendalian Intern 

Pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan 

jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam 

kategori sebagai berikut; (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas 

dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum 

dan peraturan yang biasa diterapkan 

 2.1.2.4. Indikator Kinerja Instansi Pemerintahan  

Kinerja instansi pemerintahan ini diukur dengan mempergunakan 

indikator sebagai berikut (Sigilipu, 2013):  

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk 

selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu 

sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan 

pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, 

penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui 

pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, 

pembuatan laporan sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran 

hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerja sama dengan bagian-
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bagian lain dalam organisasi melalui tukar-menukar informasi yang 

dikaitkan dengan penyesuaian program-program kerja.  

3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi 

dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat 

berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.  

4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pemimpin terhadap rencana 

yang telah dibuat dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil 

kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang 

diperlukan.  

5. Supervisi, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan.  

6. Staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu 

unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan 

pekerjaan  tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya. 

(Kusnadi & Rahayu, 2021) mengemukakan bahwa ada beberapa ukuran 

yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen berdasarkan 

perspektif non keuangan, yaitu :  

1. Kemampuan manajer untuk membuat perencanaan  

Perencanaan yang baik dapat meningkatkan focus dan fleksibilitas 

adalah dua hal yang penting bagi manajer untuk menghadapi 

lingkungan persaingan yang tinggi dan dinamis. Kemampuan manajer 

dalam membuat perencanaan dapat menjadi salah satu indikator untuk 

mengukur kinerja manajer.  

2. Kemampuan untuk mencapai target  
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Kinerja manajer dapat diukur dari kemampuan mereka untuk mencapai 

apa yang telah direncanakan. Target harus cukup spesifik, melibatkan 

partisipan, realistik, menantang dan memiliki rentang waktu yang 

jelas.  

3. Kiprah manajer diluar perusahaan  

Intensitas manajer dalam mewakili perusahaan untuk berhubungan 

dengan pihak luar perusahaan menunjukkan kepercayaan perusahaan 

terhadap manajer tersebut.Kepercayaan tersebut tidak serta merta 

muncul begitu saja, tetapi muncul atas kinerja yang baik dari manajer 

itu sendiri.Peranan manajer dalam mewakili perusahaan dapat menjadi 

salah satu indikator tingkat kinerja manajer tersebut. 

2.2. Penelitian terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah : 

 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil Sumber 

1 (Maryanti & 

Munandar, 

2021) 

Analisis Value For 

Money Untuk Mengukur 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota 

Surabaya Tahun 

Anggaran 2015-2019 

Hasilnya penelitian ditinjau dari 

tingkat ekonomis adalah bahwa 

pada tahun anggaran 2015 

sampai dengan 2018 Pemerintah 

Kota Surabaya berhasil mencapai 

tingkat ekonomis kinerja antara 

80% sampai 90% dengan kriteria 

cukup ekonomis. Kondisi tahun 

2019 meningkat menjadi 92,24% 

yang berarti tingkat ekonomisnya 

menurun menjadi kategori 

kurang ekonomis. Dari segi 

efisiensi hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat 

efisiensi kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kota 

Surabaya tahun 2015 sampai 

Jurnal 

Ilmiah 

MEA, 5(3), 

2886–2899. 
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dengan tahun 2019 kurang 

efisien pada tahun 2015 dan 

tahun 2017 dan tidak efisien pada 

tahun 2016, 2018 dan 2019. 

2 (Prasetyo et 

al., 2022) 

Analisis Kinerja 

Berdasarkan Konsep 

Value For Money Pada 

Badan Layanan Umum 

Daerah (Blud) 

Puskesmas Penumping 

Kota Surakarta 

Hasil penelitian menunjukkan 

Kinerja BLUD Puskesmas 

Penumping Kota Surakarta 

masuk dalam kategori ekonomis. 

Pada tingkat efisiensi, Kinerja 

BLUD Puskesmas Penumping 

masuk dalam kategori kurang 

efisien. Pada tingkat efektivitas, 

kinerja BLUD Puskesmas 

Penumping masuk dalam 

kategori kurang efektif. 

Jurnal 

Ilmiah 

Ekonomi, 

Manajemen 

Dan 

Akuntansi, 

11(2), 21–

27. 

3 (Rahman, 

2022) 

Analisis Value For 

Money Pada Kinerja 

Anggaran Realisasi 

Dinas Sosial Kabupaten 

Bengkalis Provinsi Riau 

Hasil  penelitian  ini 

menunjukkan   bahwa   pada   

tahun   2020   perhitungan   

ekonomisdengan   nilai   rasio   

sebesar   97,12% dikategorikan 

ekonomis, perhitungan efisiensi 

dengan nilairasio sebesar 

102,79% dikatakan efisien, dan 

perhitungan  efektivitas  dengan  

nilai  rasio  sebesar106,76%  

dikategorikan  efektivitas.   

Universitas 

Islam Riau. 

4 (Kurniawati 

& Adhivinna, 

2016) 

Analisis Penerapan 

Konsep Value For 

Money Pada Pemerintah 

Kabupaten Bantul 

Pengelolaan keuangan 

pemerintah kabupaten Bantul 

dikatakan cukup ekonomis pada 

tahun anggaran 2010 karena 

berada pada rentang dibawah 

100% . Sedangkan pada tahun 

anggaran 2011 sampai 2013 

dikatakan sangat ekonomis 

karena berada di atas rentang 

100% 

Akmenika: 

Jurnal 

Akuntansi 

Dan 

Manajemen

, 13(1). 

5 (Perdana et 

al., 2020) 

Mengukur Kinerja APBD 

Kota Surabaya Analisis 

Value For Money 

Hasilnya menunjukkan bahwa 

(1) ketiga rasio yang diujikanÂ  

menunjukkan performa yang 

baik.; (2) perhitungan rasio 

ekonomis menunjukkan 

performa keuangan dari 

Pemerintah Kota Surabaya pada 

kategori ekonomis, dimana 

hasilnya konsisten dan cenderung 

mengalami peningkatan pada 

rentang 80,71 persen â€“ 88,21 

persen; (3) perhitungan rasio 

 INOVASI, 

16(2), 339–

346. 
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efisiensi menunjukkan performa 

keuangan Pemerintah Kota 

Surabaya berada pada kategori 

sangat efisien, yang dibuktikan 

dengan rentang penilaian 110,24 

persen â€“ 119,19 persen 

 

2.3. Kerangka Berfikir 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan kinerja 

instansi pemerintahan salah satunya anggaran pendapatan dan belanaja daerah. 

Anggaran pendapatan dan belanja dalam sebuah instansi merupakan salah satu hal 

yang terpenting dalam proses pelaksanaan aktivitas dan kegiatan yang 

direncanakan, pendapatan merupakan sumber dana yang masuk dan akan menjadi 

modal untuk pelaksanaan aktivitas, sedangkan belanja adalah pengeluaran atas 

aktivitas yang akan dilaksanakan (M. Sari, 2015). Dalam mengukur kinerja 

anggaran dan belanja daerah dapat digunakan konsep value for money. 

  Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja 

pemerintah dan merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita 

apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi 

masyarakatnya.  

Dalam penelitian ini akan dijelaskan konsep Value for money yang dikenal 

dengan 3 E (Rahman, 2022).  Pertama, rasio ekonomis memerlukan data-data 

anggaran biaya dan realisasi biaya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan 

pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang di capai kurang 

dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah 

semakin baik.   
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Kedua, rasio efektivitas menggambarkan perbandingan antara realiasi 

pendapatan dengan targetnya. Kemapuan daerah dalam menjalani tugasnya di 

katagorikan efektif apabila rasio yang dicapai melebihi seratus pesen. Semakin 

tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.  

Ketiga, rasio efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang di 

keluarkan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Kinerja pemerintah daerah 

dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisen apabila rasio yang 

di capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja 

pemerintah daerah semakin baik (Kurniawati & Adhivinna, 2016).  

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja 

Instansi Pemerintahan pada BAPPEDA Kota Medan. Jika semua rasio di atas 

menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan Pemerintah 

Bener Meriah dapat dikatakan baik. Berdasarkan uraian di atas, gagasan tersebut 

dapat digambarkan sebagai kerangka berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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Kinerja Instansi 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiono, 2016), yaitu penelitian yang 

dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk 

dianalisis guna memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek penelitian. 

Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka, yang sifatnya 

menunjukkan gambaran angka atau nilai kuantitatif tertentu. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan mendeskripsikan kinerja instansi pemerintahan melalui Value 

for money. 

3.2. Definisi Operasional 

Defenisi operasional itu adalah defenisi yang menjelaskan bagaimana 

variabel itu dapat di ukur, dengan memberi arti atau penjelasan kegiatan dengan 

tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang di gunakan dalam penelitian ini 

dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya.  

Value For Money  

Value for money merupakan pengukuran laporan realisasi anggaran yang 

memberikan informasi kepada kita apakah anggaran yang di belanjakan 

menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakatnya. Berikut akan di jelaskan konsep 

Value for money yang dikenal dengan 3 E.  
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a. Rasio Ekonomis  

Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan 

realisasi biaya.  

Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut: 

               
                        

                       
      

b. Rasio Efisiensi  

Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang di keluarkan 

dengan pendapatan yang terealisasi.  

Adapun rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut: 

                
                        

                           
      

c. Rasio Efektivitas  

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan 

targetnya. 

Adapun rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut: 

                  
                           

                          
      

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada BAPPEDA Kota Medan  

yang berlokasi di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1, Petisah Tengah, Kec.nMedan 

Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231.  
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3.3.2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian direncanakan dari bulan Mei sampai dengan 

Agustus 2023 , dengan rencana sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian 

No 
Proses 

Penelitian 

Waktu Penelitian 
April Mei Juni Juli Agustus September 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. Pengajuan 

Judul 
                      

2. Penyusunan 

Proposal 
                      

3. Bimbingan 

Proposal 

                      

4. Seminar 

Proposal 

                      

5. Revisi 

Proposal 

                      

6. Pengumpulan 

Data 

                      

7. Penyusunan 

Skripsi 

                      

8. Bimbingan 

Skripsi 

                      

9. Sidang Meja 

Hijau 

                      

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis data 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data 

yaitu:  

a. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. 

Data yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan  

b. Data Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan atau 

nominal. Data yang berupa wawancara langsung ke pihak terkait di 

BAPPEDA Kota Medan seperti struktur organisasi dan sebagainya. .  
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3.4.2. Sumber data 

 Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer, 

sumber data primer merupakan sumber data langsung yang diperoleh peneliti 

secara langsung dengan langsung ke lapangan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan 

cara: 

a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan laporan APBD yang berupa Laporan Realisasi Anggaran 

yang diperoleh dari BAPPEDA Kota Medan untuk keperluan pembahasan 

penelitian. 

b) Wawancara, yaitu melakukan komunikasi langsung dua arah kepada 

narasumber dan informan, dalam hal ini pihak SDM di BAPPEDA Kota 

Medan terkait fenomena awal penelitian. 

 

3.6  Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2012) “Teknik analisis deskriptif adalah 

metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang yang 

diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan 

yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif 

adalah metode analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang 
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kemudian diklarifikasi, dianalisis yang selanjutnya diinterprestasikan sehingga 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang di teliti. 

Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut : 

1. Melakukan tabulasi data dengan menghitung ke dalam rumus pengukuran 

value for money 

2. Menganalisis data menggunakan pengukuran value for money 

3. Melakuan interpretasi data atas pengukuran value for money 

4. Memberikan keterangan mengenai data yang penulis peroleh 

5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Medan 

  Bappeda berdiri pada tahun 1986 di jurnalistik Medan dan kemudian ke 

Gelanggang Remaja dan pada Tahun 1991 pindah ke Kantor Walikota Medan 

Bappeda Kota Medan sebagaimana termasuk dalam pada Kota Medan Nomor 5 

Tahun 2001 dan Keputusan Walikota Medan. Bappeda memiliki tugas membantu 

Walikota Medan untuk menentukan arah dan kebijakan di bidang Bappeda Kota 

serta penilaiannya. Bappeda Kota Medan sebagai unsur penunjang Pemerintah 

Kota Medan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan 

melalui Sekretaris Daerah. Perencanaan Bappeda Kota Medan tertuang dalam 

dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2001 

sampai 2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang dijadikan 

pedoman dalam menyusun Rencana KerjaTahunan, Rapat Kerja Nasional, Tugas 

Akhir masa jabatan Walikota Medan, Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan, 

Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda, Pelaksanaan Koordinasi Tata Laksana 

dan Tata Ruang, Pengkoordinasian Lingkup Kota, Industri, Perekonomian, 

Rencana Anggaran Belanja Negara 9 (RAPBD), Sumber Daya Alam (SDA), 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengumpulan data-data yang 

berkaitan dengan kota medan (Kota, Kecamatan, Kabupaten Dalam Angka). 
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4.1.2. Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan Laporan akuntabilitas instansi 

pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan value for money pada 

BAPPEDA Kota Medan .Value for money merupakan konsep pengelolaan 

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu 

ekonomis, efesiensi, dan efektivitas (Rahman, 2022). Adapun tiga elemen utama 

dalam value for money, yaitu sebagai berikut: 

1) Rasio Ekonomis 

Rasio Ekonomis yaitu perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu 

dengan harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara realisasi 

belanja daerah dan anggaran belanja daerah. Hal ini berhubungan dengan sejauh 

mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya 

yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros. 

Rasio ini hanya mempertimbangkan sumber daya yang dipergunakan saja. 

Ekonomis merupakan ukuran yang relatif. Suatu kegiatan dapat dikatakan 

ekonomis jika dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan biaya yang tidak 

diperlukan. Jika terjadi peningkatan biaya maka seharusnya ada peningkatan 

manfaat yang lebih besar pula. Pengukuran dengan rasio ekonomis membutuhkan 

data-data berupa anggaran belanja dan realisasi belanja.  

Ekonomis berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu 

dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasi antara masukan aktual 

dengan yang direncanakan (Ulum, 2012). Kinerja pemerintah daerah dikatakan 

sangat ekonomis jika rasionya diatas 100%. Hal ini dapat juga dilihat dengan 
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jumlah realisasi atas penerimaan lebih tinggi dari jumlah anggaran yang 

ditetapkan. Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut: 

               
                        

                       
      

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis dalam mengukur kinerja 

keuangan pemerintah Kota Medan, dan berikut diuraikan perhitungannya : 

                           
              

              
      

= 67,4% 

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 

67,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2018 

adalah kurang ekonomis.  

                           
              

              
      

= 68.4% 

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 

68.4%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2019 

adalah kurang ekonomis. 

                           
              

              
      

= 66,1% 

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 

66,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2020 

adalah kurang ekonomis. 

                           
              

              
      

= 67,5% 
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Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 

67,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2021 

adalah kurang ekonomis. 

                           
              

              
      

= 91,9% 

Berdasarkan perhitungan rasio ekonomis di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 

91,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis di tahun 2022 

adalah ekonomis. 

Tabel 4.1. Rasio Ekonomis BAPPEDA Kota Medan 

Tahun 
Realisasi Belanja 

Daerah 

Anggaran Belanja 

Daerah 

Rasio 

Ekonomis 

2018 12.240.828.664 18,161,993,786 67.4% 

2019 13.689.194.382 20,001,322,735 68.4% 

2020 12.876.730.142 19,476,527,595 66.1% 

2021 16.386.575.629 24,292,278,919 67.5% 

2022 25.005.731.674 27,213,216,618 91.9% 

Rata-rata 72,3% 

     Sumber : LRA BAPPEDA Kota Medan (2023) 

Berdasarkan perhitungan di atas terkait kinerja keuangan pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau Rasio ekonomis tahun 

2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 72,3%, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang ekonomis.  

2) Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi yaitu pencapaian hasil yang maksimal dengan sumber daya 

tertentu atau penggunaan sumber daya terendah untuk mencapai hasil 
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tertentu.efisiensi merupakan perbandingan antara hasil atau sumber daya yang 

dikaitkan dengan standar kinerja atau target tang telah ditetapkan. 

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran 

efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang 

dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan operasional 

dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai 

dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Dalam pengukuran 

kinerja dengan metode value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

c) Efisiensi alokasi.  

Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan 

sumber daya pada tingkat kapasitas optimal.  

d) Efisiensi teknis atau manajerial.  

Hal ini berhubungan dengan kemmampuan untuk mempergunakan 

sumber daya pada tingkat hasil tertentu. Efisiensi merupakan hal 

penting dari ketiga elemen value for money. Karena apabila 

dibandingkan dengan ekonomis dan efektivitas, efisiensi merupakan 

salah satu indikator value for money yang dapat diukur dengan rasio 

antara hasil dengan sumber daya.  

Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang di keluarkan 

dengan pendapatan yang terealisasi.  

Adapun rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan 

pemerintah Kota Medan, dan berikut diuraikan perhitungannya : 

                            
              

             
      

= 30,1% 

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 

30,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2018 

adalah tidak efisien. 

                            
              

             
      

= 28,5% 

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 

28,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2019 

adalah tidak efisien. 

 

                            
              

             
      

= 32,0% 

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 

32,0%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2020 

adalah tidak efisien. 

                            
              

             
      

= 30,6% 

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 

30,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2021 

adalah tidak efisien. 
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= 22,6% 

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 

22,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2022 

adalah tidak efisien. 

Tabel 4.2. Rasio Efisiensi BAPPEDA Kota Medan 

Tahun 
Realisasi Belanja 

Daerah 

Realisasi 

Pendapatan Daerah 

Rasio 

Efisiensi 

2018 12.240.828.664 3,680,590,700 30.1% 

2019 13.689.194.382 3,901,684,751 28.5% 

2020 12.876.730.142 4,121,585,751 32.0% 

2021 16.386.575.629 5,021,257,837 30.6% 

2022 25.005.731.674 5,657,816,889 22.6% 

Rata-rata 28.8% 

Sumber : LRA BAPPEDA Kota Medan (2023) 

Berdasarkan perhitungan di atas pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio efisiensi tahun 2018-2022 didapatkan nilai 

rata-rata sebesar 28,6%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio 

efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam 

kategori tidak efisien. 

3) Rasio efektivitas 

Rasio efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program degan target yang 

telah ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan antara 

hasil dengan dampak. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian 

tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan 

tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegaitan operasional dikatakan efektif 

apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas 
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merupakan ukuran berhasil atau tidak suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan 

bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam efektivitas hal 

terpenting yang harus diketahui yaitu efektivitas tidak menyatakan tentang berapa 

besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan (Purnamasari et al., 2014).  

Suatu organisasi sektor publik dikatakan sangat efektif dalam menjalankan 

tugasnya apabila rasio yang dicapai diatas seratus persen.  Semakin tinggi rasio 

efektivitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Rasio ini 

menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya. 

Adapun rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut: 

                  
                           

                          
      

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas dalam mengukur kinerja 

keuangan pemerintah Kota Medan, dan berikut diuraikan perhitungannya : 

                              
             

             
      

= 79,0% 

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 

79,0%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas di tahun 2018 

adalah cukup efektif. 

                              
             

             
      

= 82,5% 

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 

82,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 

2019 adalah cukup efektif. 
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= 84,8% 

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2020 didapatkan hasil 

sebesar 84,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di 

tahun 2020 adalah cukup efektif. 

                              
             

             
      

= 96,4% 

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2021 didapatkan hasil 

sebesar 96,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di 

tahun 2021 adalah efektif. 

                              
             

             
      

= 86,7% 

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2022 didapatkan hasil 

sebesar 86,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di 

tahun 2022 adalah cukup efektif. 

Tabel 4.3. Rasio Efektifitas BAPPEDA Kota Medan 

Tahun 

Realisasi 

Pendapatan 

Daerah 

Anggaran 

Pendapatan Daerah 

Rasio 

Efektifitas 

2018 3,680,590,700 4,657,852,400 79.0% 

2019 3,901,684,751 4,727,852,448 82.5% 

2020 4,121,585,751 4,857,552,448 84.8% 

2021 5,021,257,837 5,208,964,175 96.4% 

2022 5,657,816,889 6,522,123,770 86.7% 

Rata-rata 85,9% 

Sumber : LRA BAPPEDA Kota Medan (2023) 

Berdasarkan perhitungan di atas pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Modal 
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tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 85,9%, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan berada dalam kategori cukup efektif. 

4. Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Medan 

Pada BAPPEDA Kota Medan, belanja merupakan pengeluaran yang 

dikeluarkan untuk pembangunan daerah Kota Medan yang apabila jumlah 

anggaran yang diminta tidak sesuai dengan yang direalisasikan berarti ada 

beberapa anggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan perhitungan anggaran 

biaya yang dianggarkan. 

 Berikut data laporan realisasi anggaran belanja daerah BAPPEDA Kota 

Medan : 

Tabel 4.4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

 BAPPEDA Kota Medan (dalam ribuan) 

Tahun Pendapatan Belanja 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

2018 4,657,852,400 3,680,590,700 18,161,993,786 12,240,828,664 

2019 4,727,852,448 3,901,684,751 20,001,322,735 13,689,194,382 

2020 4,857,552,448 4,121,585,751 19,476,527,595 12,876,730,142 

2021 5,208,964,175 5,021,257,837 24,292,278,919 16,386,575,629 

2022 6,522,123,770 5,657,816,889 27,213,216,618 25,005,731,674 

Sumber : BAPPEDA Kota Medan 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah 

anggaran dan realisasi belanja selalu lebih besar dari anggaran dan pendapatan di 

BAPPEDA Kota Medan, pada tahun 2018 anggaran belanja sebesar 

Rp.18,161,993,786 dan realisasi belanja sebesar Rp.12,240,828,664, dan anggaran 

pendapatan sangar rendah sebesar Rp.4,657,852,400, begitu juga dengan realisasi 

pendapatan sebesar Rp.3,680,590,700. Kemudian pada tahun 2019 anggaran 

belanja sebesar Rp.20,001,322,735 dan realisasi belanja sebesar 
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Rp.13,689,194,382, dan anggaran pendapatan sangar rendah sebesar 

Rp.4,727,852,448, begitu juga dengan realisasi pendapatan sebesar 

Rp.3,901,684,751. pada tahun 2020 anggaran belanja sebesar Rp. 19,476,527,595 

dan realisasi belanja sebesar Rp.12,876,730,142, dan anggaran pendapatan sangar 

rendah sebesar Rp.4,857,552,448, begitu juga dengan realisasi pendapatan sebesar 

Rp.4,121,585,751. pada tahun 2021 anggaran belanja sebesar Rp. 24,292,278,919 

dan realisasi belanja sebesar Rp.16,386,575,629, dan anggaran pendapatan sangar 

rendah sebesar Rp.5,208,964,175, begitu juga dengan realisasi pendapatan sebesar 

Rp.5,021,257,837. pada tahun 2022 anggaran belanja sebesar Rp.27,213,216,618 

dan realisasi belanja sebesar Rp.25,005,731,674, dan anggaran pendapatan sangar 

rendah sebesar Rp.6,522,123,770, begitu juga dengan realisasi pendapatan sebesar 

Rp.5,657,816,889, dari data tersebut artinya dalam hal pengeluaran belanja 

BAPPEDA Kota Medan tidak mengandalkan pendapatan internal tapi berdasarkan 

dana transfer daerah maupun dari kementrian. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1.  Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur 

dengan menggunakan value for money pada BAPPEDA Kota Medan 

Melalui konsep value for money memberikan informasi berupa indikator 

apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi 

masyarakat. Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, 

pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Sehingga 

muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik harus memperhatikan value for 

money dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan metode value for money, selain 

penilaian kinerja yang bersifat finansial terdapat juga penilaian kinerja yang 
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bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan 

memperhatikan kualitas yang konsisten seperti memenuhi ekspektasi pelanggan 

sasaran. 

Berdasarkan perhitungan terkait kinerja keuangan pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan ditinjau Rasio ekonomis tahun 

2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 72,3%, rasio ini berada di bawah 

standar rasio ekonomis yaitu 90-100%, sehingga dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwasannya rasio ekonomis Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan berada dalam kategori kurang ekonomis yang artinya 

realiasasi belanja memiliki nilai yang lebih rendah dari belanja yang dianggarkan 

sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pekerjaan yang tidak maksimal dalam 

pembangunan yang direncanakan, hal ini dapat dicontohkan seperti misalnya 

pemerintah ingin membangun sebuah pra sarana dengan anggaran belanja 

pembangunannya sebesar Rp. 1.000.000.000, namun ternyata anggaran belanja 

yang mampu diserap hanya Rp. 800.000.000, tentunya hal ini akan membuat 

kualitas pembangunan tersebut tidak sesuain yang dianggarkan. Namun jika rasio 

ekonomis berada di atas standar artinya instansi akan dapat dengan mudah 

melaksanakan pembangunan dengan kualitas yang baik sesuai dengan yang 

dianggarkan. 

Kemudian, ditinjau dari Rasio efisiensi tahun 2018-2022 didapatkan nilai 

rata-rata sebesar 28,6%, rasio ini berada jauh di bawah standar rasio efisiensi yaitu 

90-100% sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio 

efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan berada dalam 

kategori tidak efisien yang artinya belanja daerah jauh lebih besar daripada 



48  

 
 

pendapatannya sehingga akan menyebabkan kekurangan dana dalam perencanaan 

pembangunan, sebaliknya jika rasio efisiensi berada di atas standar maka Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan akan dapat dengan mudah 

melakukan pembangunan yang lebih cepat di Kota Medan.  

Kemudian,ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio Belanja Modal 

tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 85,9%, rasio ini berada jauh di 

bawah standar rasio efektifitas yaitu 90-100% dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Medan berada dalam kategori cukup efektif. Artinya realisasi 

pendapatan pada BAPPEDA Kota Medan tidak jauh dari yang dianggarkan walau 

masih dibawah standar rasio efektifitas, sehingga akan berdampak pada 

penambahan kas dalam pembangunan, namun jika rasio efektifitas berada di atas 

standar, artinya BAPPEDA Kota Medan akan memiliki kemampuan yang lebih 

besar dalam rencana-rencana pembangunan dari apa yang telah dianggarkan. 

4.2.2. Penyebab Rasio-Rasio Value For Money Berada Dibawah Standart 

Pada Bappeda Kota Medan 

 Pada laporan realsisasi anggarn di BAPPEDA Kota Medan realisasi 

belanja daerah selalu tidak sesuai dengan yang dianggarkan, hal ini tentunya kan 

berdampak kepada proses pembangunan yang tidak maksimal jika tidak sesuai 

dengan anggaran. Hal ini dapat dilihat pada rasio ekonomis, dimana dalam rasio 

ekonomis tidak mencapai target dan di bawah standar, pada tahun 2018 rasio 

ekonomis sebesar 67,4%, kemudian tahun 2019 rasio ekonomis sebesar 68,4%, 

kemudian tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 66,1%, kemudian tahun 2021 rasio 

ekonomis sebesar 67,5%, dari tahun 2018-2021 rasio eknomis dinilai kurang 
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ekonomis, hal ini disebabkan oleh serapan dana belanja daerah tidak sesuai 

dengan yang dianggarkan akibat kurangnya dana yang didapatkan dan lemahnya 

proses perencanaan anggaran belanja daerah dalam memprediksi sumber 

pendapatan dari transferk keuangan daerah, namun kemudian tahun 2022 rasio 

ekonomis meningkat sebesar 91,9% yang berarti rasio ekonomis berada dalam 

kategori ekonomis, hal ini disebabkan oleh telah turunnya transfer keuangan 

daerah dari pusat ke Kota Medan. Rasio ekonomis berkaitan dengan pemerolehan 

input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi 

melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan (Ulum, 2012). 

Sehingga semakin besar rasio ekonomis akan memberikan pemasukan yang besar 

dan mempermudah menjalankan kegiatan pembangunan yang direncanakan 

Kemudian pada rasio efisiensi di setiap tahun berada pada kategori kurang 

efisien, dimana rasio efisiensi di tahun 2018 sebesar 30,1%, kemudian 2019 

sebesar 28,5%, kemudian 2020 sebesar 32,0% kemudian 2021 sebesar 30,6% 

kemudian 2022 sebesar 22,6%. Hal ini disebabkan oleh tingginya belanja daerah 

yang berhasil diserap dan bukan berasal dari pendapatan di BAPPEDA, namun 

bersumber dari dana transfer daerah dari kementrian, sehingga belanja daerah jauh 

lebih tinggi dibandingkan pendapatannya dan juga proses tender yang lambat 

yang terjadi dalam proses pembangunan. Dengan demikian semakin besar rasio 

efisiensi artinya kinerja organisasi tersebut semakin baik karena mampu menyerap 

belanja sesuai dengan yang dianggarkan. (Purnamasari et al., 2014) 

Dan pada rasio efektifitas di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2022 berada 

dalam kategori cukup efektif dimana pada tahun 2018 rasio efektifitas sebesar 

79,0%, kemudian pada tahun 2019 rasio efektifitas sebesar 82,5%, kemudian pada 
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tahun 2020 rasio efektifitas sebesar 84,8% dan pada tahun 2022 rasio efektifitas 

sebesar 86,7%, adapun hal ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan yang 

terhambat dan terlambat karena prosedur yang panjang. Dengan demikian 

Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. 

(Purnamasari et al., 2014). 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan 

menggunakan value for money dengan rasio ekonomis pada BAPPEDA 

Kota Medan berada dalam kategori kurang ekonomis. 

2. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan 

menggunakan value for money dengan rasio efisiensi pada BAPPEDA 

Kota Medan berada dalam kategori tidak efisien. 

3. Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan 

menggunakan value for money dengan rasio efektifitas pada BAPPEDA 

Kota Medan berada dalam kategori cukup efektif. 

4. Penyebabnya tidak tercapainya realisasi belanja pada BAPPEDA Kota 

Medan antara lain dikarenakan lemahnya perencanaan anggaran, proses 

tender yang lambat, transfer keuangan daerah dari pusat yang terlambat 

dan analisa standar biaya yang belum tepat 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sajikan sehubungan dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA  Kota Medan adalah sebagai 

berikut: 

1. Berkaitan dengan value for money, diperlukan penyesuaian pengeluaran 
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belanja operasi agar tidak terlalu besar dan pelaksanaan anggaran tidak 

hanya untuk aktifitas operasional saja. 

2. Berkaitan dengan tingkat realisasi belanja daerah, agar semua unsur terkait 

dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik sehingga memberikan 

dampak terhadap pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien serta tepat 

waktu. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel dan 

isu permasalahan agar mendapatkan informasi yang lebih luas terkait 

penerapan akuntansi pada instansi sektor publik. 
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